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PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN
PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat:

La.

1.

BUPATI BOALEMO,

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor
04.C/LHP/XIX/GOR/05/2013 tangg;ﬂ 31 Mei 2013, dipandang
perlu mengatur kembali tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta pembagian dan
penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Boalemo
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pembagian

dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubali beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembardn Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan,

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Nomor 161) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor
9);

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013.

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pembagian dan

[

Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;



-v”‘)

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor
04.C/LHP/XIX/GOR/05/2013 tanggal 31 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pcrnungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah serta Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan ( Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 394) diubah

sebagai berikut :

1.
2.

(1)

(2)

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah,
Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dihapus,
Sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4”

Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan
biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (1) secara proporsional digunakan sebagai insentif dan biaya operasional
untuk menunjang kegiatan pendataan objek dan subjek pajak, pemungutan,
pembukuan dan pelaporan serta kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya
termasuk peningkatan sumber daya aparatur dan penunjang sarana/prasarana.
Imbangan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah
sektor perdesaan dan perkotaan diberikan kepada petugas pemungut desa sebesar
75 % (tujuh puluh lima perseratus), koordinator itingkat kecamatan sebesar 15 %

(lima belas perseratus) dan biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
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(4) Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sektor perkebunan,
perhutanan dan pertambangan digunakan sebagai biaya operasional intensifikasi

dan ekstensifikasi lainnya sebagaimana pada ayat (2).

(5) Dihapus

Pasal II :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 15 JdU 2013

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 15 JuLi 2013

; ﬂ Utama Madya
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